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PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

n.

b,

d.

S

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa sampal dengan tanggal 31 Desember 2022
Pernturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 belum ditetapkan;

bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan
pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar
seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran sebelumnya hanya untuk mendanai keperluan
mendesak sesuai ketentuan peraturan perudang-
undangan;

bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan
Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran
setiap bulan paling tinggi sebesar seper dua belas jumlah
pengeluaran APBD TA 2022, dalam hal daerah terlambat
menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD TA 2023, sebagaimana Surat Direktur Jenderal
Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.1/35940/Keuda, perihal Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023,

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas
Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuagan Daerah
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020

Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

Bupati adalah Bupati Buton Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara
yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.
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7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

11.Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh Pernerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
berkenaan.

12. Belanja yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain = pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah
jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas
pelaksanaan APBD.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran,

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.
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19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawal ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

BAB II
PENGELUARAN KAS

Pasal 2

(1) Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-
tugas Pemerintahan Daerah, pengeluaran kas mendahului
penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan
namun terbatas untuk keperluan mendesak dan harus
dilaksanakan pada awal Tahun Angaran 2023.

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD
Tahun Anggaran 2022,

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang
Bersifat Wajib sebagaimana telah dirumusakan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023,

Pasal 3
Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SPD sebagai dasar
pengeluaran kas sebelum penetapan APBD dan/atau sebelum
pengesahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

(1) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat —mengikat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:

a. Qaji dan tunjangan ASN (CPNS, PNS, dan PPPK);

b. Gaji dan tunjangan/uang representasi Bupati/Wakil
Bupati dan Pirnpinan/Anggota DPRD; dan

c. penggunaan jasa pihak ketiga yang harus dibayarkan
secara bulanan atau mingguan, seperti layanan sumber
daya listrik pada lingkup Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi pengeluaran
dibidang pelayanan kesehatan, berupa penyediaan makanan
dan minuman pasien, biaya jasa/insentif pendayagunaan
Dokter Spesialis.

(3) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
kas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,
seperti penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut
sampah, dan pemadam kebakaran.

Pasal 5
Penatausahaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
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BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
Setiap belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah diluar belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan
dengan ketentuan pembayaran dilakukan setelah pengundangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan/
atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut terhitung mulai tanggal tanggal 2 Januari 2023
sampai dengan tanggal Pengundangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 dan/atau Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 77 - [~ 262%

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR
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